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INDONESIA

INTERIM AGREEMENT ON REPARATIONS

CONCERNING SALVAGE OF SUNKEN

VESSELS BETWEEN JAPAN AND THE RE-
PUBLIC OF INDONESIA

Signed at Tokyo, December 16, 1953
Approved by the cabinet,

Notifications of approval exchanged at,
Entered into force,

Promulgated,

WHEREAS the Government of Japan and the Govern-
ment of Indonesia are desirous of promoting the establish-

 ment of normal relations between the two countries;

WHEREAS the Government of Japan and the Govern-

‘ment of Indonesia agree that to that effect efforts should

be made by both Governments for the early conclusion of
a bilateral treaty of peace between Japan and the Republic
of Indonesia and the settlement of war reparations as a

part of the treaty; and
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WHEREAS the Government of Japan, as a concrete
manifestation of its efforts for the conclusion of the treaty
of peace, is ready to make available to the Government of
Indonesia the services of the Japanese people in the sal-:
vaging of the sunken vessels located in the mine-cleared:
areas of the Indonesian territorial waters; A

THEREFORE, the Government of Japan and the Gov-
ernment of Indonesia, in order to define conditions for ?.ou

viding the said services, have agreed as follows :

ARTICLE 1

1. The Oo<onb§o§ om wawu mwmz at its expense and
in monoamunw S;w the provisions Om the ?.mmmsﬁ Agree-
ment, Eme m<m¢m§o to the Government of Indonesia the
services of Japanese nationals with the necessary equip-
ment and supplies in salvaging’ sunken' vessels located in
the Indonesian territorial waters. .

2. me total mBoE: of oxcmnwam 8 be vo;m vw 26
Government of umwws in order to Bmﬁw ‘available to the
Government of Hsaosmwum the services vnoﬁgom for in para-
graph 1 above shall not exceed two billion three hundred
and forty million yen, %Eoﬁ is 90\,@@.&1&55” to six million
five hundred thousand United States of America dollars.
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3. The amount provided for in paragraph 2 above is

estimated to'be sufficient to cover the expenses of the sal-

The

number of vessels to be actually salvaged, however, shall

vage operation for not less than sixty sunken vessels.

be determined, in consideration of 25 findings of survey,
through consultation between the 85.%@35 authorities om
Japan and the Republic of Indonesia.

" ARTICLE 1II

The Government of-Indonesia shall cooperate with the
Government of Japan in furnishing the Japanese nationals
with such facilities as are available ‘locally for performing
salvage operation and in helping them to procure such goods
as may be acquired locally.

" ARTILCE HI

Details for the execution of the present Agreement
shall be agreed upon through consultation between the com-
petent authorities of Japan and the Republic of Indonesia.

ARTICLE 1V

Any. dispute between Japan and the Republic of Indo-
nesia concerning the interpretation of the present Agree-

Ui
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two Governments, shall be referred for decision to an arbi-
tration commission composed of three members, one to be
appointed by the Government of Japan, one by the Govern-
ment of Indonesia, and the third to be chosen by the first

two.

ARTICLE V

1. The present Agreement shall be approved by each
Contracting Party in accordance with its legal procedures,
and the present Agreement shall enter into force upon an
exchange of notes indicating such approval.

2. The present Agreement shall become an integral
part of final arrangements on the reparations that shall be
provided for in the bilateral treaty of peace to be conclud-
ed between Japan and the Republic of Indonesia.

IN WITNESS WHEREOF the representatives of the two
Governments, duly authorized for the purpose, have signed
the present Agreement.

DONE at Tokyo, in duplicate in the Japanese, Indo-
nesian and English languages, this sixteenth day of Decem-
ber, one thousand nine hundred and fifty three. In case

& «1D
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PERDJANDJIAN INTERIM TENTANG
PEMBAJARAN KERUGIAN PERANG
MENGENAI PENGANGKATAN KAPAL-
KAPAL TENGGELAM ANTARA RE-
PUBLIK INDONESIA DAN DJEPANG

Penanda-tanganan di Tokyo, Desember 16, 1953
Persetudjuan oleh persidangan para mentri,
Penukaran surat jang menjatakan persetudjuan,
Mulai melakukan dengan kekerasan,
Mengumumkan,

BERHUBUNG, |
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of any divergence of interpretation, the English text shall
prevail.
FOR JAPAN: FOR THE REPUBLIC OF
INDONESIA :
(Signed) K. Okumura (Signed) Soedarsono

BAHWA Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Djepang
berkeinginan mempertjepat  diadakannja = hubungan-
hubungan jang normal antara kedua negara itu;

BAHWA Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Djepang
menjetudjui bahwa untuk itu patut didjalankan ichtiar-
ichtiar oleh kedua Pemerintah itu supaja selekasnja dapat
dibuat suatu perdjandjian perdamaian bilateral antara Re-
publik Indonesia dan Djepang serta penjelesaian pembajaran
kerugian perang sebagai suatu bagian dari perdjandjian
itu; dan

BAHWA Pemerintah Djepang sebagai suatu pernjataan
konkrit dari ichtiarnja untuk membuat perdjandjian per-
damaian itu, bersedia untuk menjediakan kepada Pemerin-
tah Indonesia djasa-djasa rakjat Djepang dalam pengang-

H
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katan kapal-kapal jang tenggelam, jang berada dalam
perairan territorial Indonesia jang bebas dari rand-
jaurandjau laut;

OLEH KARENA ITU maka Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Djepang, untuk menentukan sjarat-
sjarat untuk pemberian djasa-djasa tersebut, telah
menjetudjui sebagai berikut:

wNmE I

1. Wmamwmawmﬁ Djepang akan menjediakan pada
Pemerintah Hn&osmwmw atas @mwoszOmw.s mmd&l, dan
menurut aturan-aturan dari perdjandjian ini, ,E.mmm,
djasa ‘warga-warga negara Djepang dengan alat-alat
dan bahan-bahan- jang perlu dalam pengangkatan
Wwvm,_.wwcwu jang tenggelam, jang terdapat dalam per-
airan territorial Indonesia.

2. Djumblah seluruhnja dari perbelandjaan jang
harus dipikul &os Pemerintah Djepang untuk menje-
diakan Wo@mmmw Pemerintah Indonesia djasa-djasa jang
disebut dalam ajat 1 tersebut diatas tidak akan me-
lampaui dua biljun tiga ratus empatpuluh djuta Yen,
mmb.m. sama nilainja dengan enam djuta :H.sm ratus ribu
U.S.-dollar.

<

3. Djumblah jang disebut dalam ajat ‘2 diatas dianggap
tjukup untuk menutupi perbelandjaan pekerdjaan pengang-
katan tidak kurang daripada enampuluh buah kapalkapal
jang tenggelam. Akan tetapi, djumblah kapal-kapal jang
njata akan diangkat itu akan ditetapkan menurut hasil
pemeriksaan dengan djalan perundingan antara pembesar-
pembesar jang berwadjib dari Republik Indonesia dan .Dje-

pang. . - L - . L R
Pasal II

Pemerintah Indonesia akan bekerdja-sama ‘dengan’
Pemerintah Djepang dalam hal pemberian kepada warga-
warga negara Djepang fasilitet-fasilitet jang tersedia ditem-
pat untuk mendjalankan pekerdjaan pengangkatan itu dan-
untuk membantu mereka mendapatkan barang-barang jang

mungkin dapat diperolen ditempat itu.

Pasal III

Perintjian-perintjian mengenai pelaksanaan perdjandjian
ini akan disetudjui setelah diadakan perundingan antara
pembesar-pembesar jang berwadjib dari Republik Indonesia
dan Djepang.

(& o 1.



Pasal 1V

Setiap perselisihan antara Republik Indonesia dan
Djepang tentang tafsiran perdjandjian ini jang tidak
diselesaikan dengan djalan perundingan antara kedua
Pemerintah, akan diserahkan untuk diputuskan kepada
suatu panitya arbitrage jang terdiri dari tiga anggau-
ta, jang mana satu akan diangkat oleh Pemerintah
Indonesia, satu oleh Pemerintah Djepang, dan jang ke-
tiga akan dipilih oleh kedua-dua jang tersebut diatas.

Pasal V

1. Perdjandjian ini akan disahkan oleh tiap Pihak
i Jang Berdjandji menurut procedure hukumnja sendiri,
dan perdjandjian ini akan mulai berlaku setelah di-
adakan penukaran surat jang menjatakan pengesahan
itu.
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2. Perdjandjian ini akan mendjadi suatu bagian mutlak
dari peraturan terachir dari pembajaran kerugian perang
jang akan diatur dalam perdjandjian perdamaian bilateral

jang akan dibuat antara Republik Indonesia dan Djepang.

UNTUK MENJAKSIKANNJA maka Wakil-Wakil dari
kedua Pemerintah, jang diberi kuasa sepenuhnja untuk

maksud itu, telah menandatangani perdjandjian ini.

DIBUAT di Tokyo, dalam rangkap dua, didalam bahasa-
bahasa Indonesia, Djepang dan Inggeris, pada tanggal en-
ambelas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus
limapuluh tiga. Apabila ada perselisihan mengenai tafsiran,
naskah Inggeris jang akan dianggap sah.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA: UNTUK DJEPANG:

(Signed) Soedarsono (Signed) K. Okumura
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